BAB IV

AUDIT KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Kuesioner Audit Kinerja untuk fungsi utama Pemerintah Daerah  dibagikan sebanyak 30 eksemplar kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU dan yang kembali sebanyak 25 eksemplar atau 83,33%. Hasil kuesioner tersebut disajikan dan diuraikan berikut ini:

A. ADMINISTRASI UMUM
Hasil jawaban responden terhadap  kuesioner untuk fungsi utama (Administrasi Umum) disajikan pada Tabel  4.1.
Tabel 4.1. Skor penilaian SKPD untuk administrasi umum
	No
	Parameter
	Skor Penilaian (%)

	1
	Rasionalisasi untuk memastikan efisiensi penggunaan staf & sumber daya
	53,83

	2
	Implementasi Prosedur administrasi dalam jangka waktu yang ditentukan
	61,65

	3
	Administrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
	45,35

	4
	Sistem Pengaliran dokumen dan penyimpanan catatan dan arsip yang efisien dan efektif
	50,53

	5
	Manajemen kantor dan  utiliti yang efisien dan efektif
	55,65

	Rata-rata
	53,40


Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah)

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa ada 5 (lima) parameter dari fungsi utama administrasi umum. Parameter  pertama adalah Rasionalisasi untuk memastikan efisiensi penggunaan staf  dan  sumber daya dengan skor penilaian 53,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum restrukturisasi pemerintah daerah telah selesai, berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi TUPOKSI, penilaian terhadap kebutuhan pelatihan  telah dilakukan sesuai kebutuhan TUPOKSI, dan kebutuhan sebagaimana diidentifikasi melalui need assesment sudah diselenggarakan. Tetapi, bila dilihat dari skor sebesar tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa skor yang diperoleh belum signifikan, karena kurang dari 65 persen. Parameter kedua adalah  Implementasi Prosedur administrasi dalam jangka waktu yang ditentukan dengan skor 61,65 persen. 
Parameter kedua; yaitu “Implementasi Prosedur administrasi dalam jangka waktu yang ditentukan” memperoleh skor  61,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Pemda telah mengembangkan standar target waktu untuk menangani  tugas-tuga rutin hingga selesai dan standar target waktu tersebut sebagian besar telah diimplementasikan. Untuk paramater ketiga; Administrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, SKPD Kabupaten OKU mempunyai kemajuan sekitar 45,35 persen dalam praktek  administrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum secara kontinyu  melaksanakan suatu proses atau standard prosedur yang baku (Standard Operating Procedure)  untuk pengidentifikasian terjadinya KKN, termasuk di dalamnya belum dilakukan secara menyeluruh dan kontinyu tentang pendidikan khusus yang terstruktur untuk para pegawai pemda tentang definisi pemerintahan yang bersih.

Pada parameter keempat;  “Sistem Pengaliran dokumen dan penyimpanan catatan dan arsip yang efisien dan efektif” belum secara merata menerapkan suatu  daftar biaya yang dikenakan untuk suatu pelayanan ataupun perizinan yang dipublikasikan ditempat umum ataupun tersedia dalam leaflet ataupun pamphlet di kantor pelayanan sehingga biaya biaya pelayanan dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat.

Dilihat dari sistem pengaliran dokumen dan penyimpanan catatan dan arsip, skor kemajuan yang dicapai adalah sebesar 50,53 persen. Ini menunjukkan bahwa sudah dimulai dikembangkan suatu standar kinerja yang mengatur batas waktu untuk menangani kertas kerja (dokumen, catatan dan arsip). Selain itu, walaupun belum menyeluruh, sudah mulai terdapat cara sistematis untuk pelacakan dokumen dan arsip. Pemerintah daerah juga dalam proses memulai diimplementasikannya suatu “citizen carter” (hak-hak masyarakat) untuk turut menentukan batas waktu terhadap isu-isu (pelayanan publik) yang ditangani oleh pemerintah daerah

Selanjutnya, untuk parameter kelima;  pencapaian manajemen kantor dan utility yang efisien dan efektif, Pemerintah daerah mencapai skor kemajuan 55,65 persen. Walaupun hanya setengah dari praktek pemerintahan yang baik dalam manajemen kantor dan utility yang efisien dan efektif dilakukan, beberapa aspek manajemen kantor yang baik telah dilakukan seperti telah dimulainya proses peninjauan terhadap kebutuhan ruang kantor yang sesuai dengan struktur organisasi pemda, mulai dimulainya inventarisasi yang untuk memutahirkan seluruh peralatan, dan mulai akan dikembangkan sistem yang komprehensif untuk memeriksa kapan peralatan digunakan dan bagaimana kondisi umum peralatan tersebut. 

Secara keseluruhan, fungsi utama administrasi umum SKPD Kabupaten OKU mencapai sekitar 53,40 persen dari keseluruhan sistem dan praktek manajemen pemerintah yang baik pada fungsi utama administrasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD dalam lingkup Kabupaten OKU belum secara penuh menerapkan Fungsi utama administrasi umum yang menuju kepada pemerintahan yang baik (Good Governance). Sehingga, berdasarkan kemajuan skor dari 5 parameter administrasi umum tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu masih perlu meningkatkan suatu prosedur pelayanan administrasi umum yang baik, sehingga sistem dan praktek pemerintahan yang baik pada lingkup kabupaten Ogan Komering Ulu dapat diwujudkan dengan baik.
B. MANAJEMEN KEUANGAN
Hasil jawaban responden terhadap  kuesioner untuk fungsi utama (Manajemen Keuangan) disajikan pada Tabel  4.2.
Tabel 4.2. Skor penilaian Manajemen Keuangan

	No
	Parameter
	Skor Penilaian (%)

	1
	Pengenalan terhadap sistem akuntansi internasional modern
	59,75

	2
	Sistem manajemen keuangan yang diterapkan memenuhi standar nasional dan bekerja secara efisien
	77,54

	3
	Administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel
	50,00

	4
	Administrasi keuangan yang efisien
	26,65

	5
	Administrasi keuangan mencakup high tax coverage
	71,20

	6
	Efisiensi Pemungutan PAD
	64,28

	Rata-rata
	58,23


Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah)

Penanganan manajemen keuangan pemerintah daerah memperlihatkan variasi yang cukup dominan antar parameter yang diamati. Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Pengenalan terhadap sistem akuntansi internasional modern mencapai skor 59,75 persen. Skor ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum  melaksanakan penerapan sistem pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) secara optimal. SKPD yang menangani bidang keuangan belum mulai mempersiapkan pengoperasian sistem akuntansi basis akrual (accrual basis).  Namun demikian, sekarang ini SKPD telah mulai  menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  (SAKD) yang baru sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006. Peraturan baru ini menghendaki sistem penatalaksanaan dan penganggaran pembangunan mengikuti ketentuan sistem akuntansi modern.
Upaya mengimplementasikan sistem manajemen keuangan yang memenuhi standar nasional dan bekerja secara efisien menunjukkan kemajuan yang baik. Paramerter ini menghasilkan skor 77,54 persen, skor tersebut dapat dikatakan cukup baik.  Hal ini mengindikasikan bahwa SKPD bidang keuangan sudah menyiapkan secara baik, walaupun masih belum dioperasionalkan secara penuh, perangkat keras dan lunak bagi penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting sistem), termasuk didalamnya pelatihan bagi pegawai untuk mengoperasikan perangkat tersebut. Selain itu, sebagian instansi pemda telah mengimplementasikan pelaksanaan urusan wajib telah dijadikan prioritas dalam penyusunan RAPBD.
Upaya menjadikan sistem administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel perlu mendapat perhatian yang serius, karena nilai skor untuk hal ini hanya 50 persen. Hal ini dikarenakan belum dipenuhi berbagai prosedur secara optimal, seperti pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit (Neraca Laporan Arus Kas serta ringkasan laporan realisasi APBD) di surat kabar ataupun dipajang di papan pengumuman pemda atau internet.
Selain itu, upaya mencapai administrasi keuangan yang efisien belum menggembirakan. Skor untuk parameter ini hanya 26,65 persen.  Hal ini mengindikasikan bahwa belum semua kepala instansi pemerintah daerah memiliki akses untuk informasi status impelementasi anggaran, termasuk didalamnya belum semua komponen instansi pemerintah daerah melakukan peninjauan internal terhadap pola-pola pengeluaran (analisis terhadap pola pengeluaran atau berapa alokasi untuk tiap jenis biaya atau belanja dilakukan).
Aspek administrasi keuangan yang mencakup high tax coverage menunjukkan kemajuan berarti, dengan skor 71,20 persen.  Artinya, pemerintah daerah telah menetapkan target PAD yang lebih tinggi dari tingkat inflasi. Efisien pemungutan PAD telah menghasilkan kemajuan yang berarti. Parameter ini menghasilkan skor sebesar 64,28 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa belum dilakukan secara komprehensif dan objektiv perhitungan potensi PAD (PAD yang secara teoritis dapat dikumpulkan melalui pajak daerah, retribusi dan biaya pelayanan publik yang daopat ditarik)  sesuai dengan hukum dan peratutan yang ada. 
Pada indikator pelaksanaan administrasi keuangan yang transparan yang menunjukkan skor  kemajuan 50 persen, karena sebagian variable yang berhubungan dengan indikator ini telah dilakukan seperti publikasi neraca, laporan arus kas dan realisasi APBD pada surat kabar umum, papan pengumuman Pemda,  termasuk didalamnya akses informasi dari SKPD  implementasi anggaran belum dilakukan. 

Secara keseluruhan, manajemen keuangan pemerintah daerah mencapai skor sebesar 58,23 persen. Skor ini masih kurang signifikan, karena masih kurang dari 65 persen. Skor ini menujukkan bahwa masih banyak aspek manajemen keuangan pemerintah perlu mendapat perbaikan dan pembenahan, mengingat bahwa manajemen keuangan yang baik akan menghasilkan  pelaksanaan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

C. AUDIT
Hasil jawaban responden terhadap  kuesioner untuk fungsi utama (Audit) disajikan pada Tabel  4.3.

Tabel 4.3. Skor penilaian audit

	No
	Parameter
	Skor Penilaian (%)

	1
	Audit dilakukan secara teratur
	49,99

	2
	Audit dilakukan oleh auditor independen
	0

	3
	Rekomendasi auditor diimplementasikan dan dimonitor oleh DPRD
	35,71

	4
	Keluhan masyarakat tentang penyelidikan penyimpangan dana
	70,83

	Rata-rata
	39,12


Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah)

Fungsi utama lain yang menjadi indikasi dalam audit kinerja adalah sistem dan praktek audit dalam menajemen pemerintahan.  Pelaksanaan audit dilakukan secara teratur belum mencapai hasil yang baik. Dari Tabel 4.3  dapat dilihat bahwa Parameter audit dilakukan secara teratur hanya mencapai skor sebesar 49,99 persen. Skor ini memperlihatkan bahwa audit internal baru dilakukan pada sebagian PKPT (Program Kerja Pemerikasaan Tahunan). Rendahnya pelaksanaan audit dapat disebabkan oleh beberapa kondisi diantaranya jabatan auditor Banwasda belum merupakan jabatan fungsional, sehingga ruang gerak dari auditor menjadi terbatas karena terikat dengan jabatan structural. Staf auditor Banwasda juga belum semua mendapatkan kesempatan pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem akuntansi (sistem pembukuan berpasangan dan accrual basis accounting) dan auditing. 
Pemerintah daerah juga belum menyertakan auditor independent seperti dari BPK ataupun kantor akuntan publik dalam pelaksanaan proses audit. Skor penilaian pada skor pelaksanaan audit mencapai nol persen. Hal ini berarti keteribatan auditor independent perlu ditingkatkan untuk memberi peluang kepada tercapainya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Persoalan lain yang menyertai proses pelaksanaan audit adalah masih rendahnya proses Rekomendasi auditor diimplementasikan dan dimonitor oleh DPRD, yaitu dengan capaian skor kemajuan sebesar 35,71 persen.  Beberapa indikator pada fungsi audit pemerintah daerah memperlihatkan bahwa belum semua rekomendasi auditor eksternal dan internal ditindaklanjuti dan dimplementasikan melalui SK Bupati ataupun monitoring oleh DPRD.
Selain itu, SKPD pengawasan secara keseluruhan telah menyelenggarakan sistem catatan yang sistematis dari keluhan masyarakat tentang penyelidikan peyimpangan dana  telah dicatat dengan cukup baik. Pada parameter ini, skor menunjukkan sebesar  70,83 persen, nilai skor ini memperlihatkan bahwa pemerintahan daerah sudah memulai mengembangkan  sistem yang sistematis dalam menanggapi keluhan masyarakat.
Indikator audit dilakukan oleh auditor independent mencapai skor minimal (nol) dapat  memperlihatkan belum dilibatkannya auditor publik (akuntan publik) pada proses penganggaran dan penatausahaannya. Sejalan dengan pengupayaan transparansi dalam penyelenggaran pemerintahan maka melibatkan auditor independent seperti akuntan publik adalah salah satu factor penenting. Sekalipun demikian, pemda telah menggunakan auditor internal seperti BPK yang secara berkala melakukan audit pada sistem keuangan daerah.
Secara keseluruhan, proses pelaksanaan audit belum menunjukkan hasil yang baik. Skor penilkaian pada proses audit baru mencapai skor 39,12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi utama pemerintahan pelaksanaan audit masih memerlukan perhatian yang serius.
D. LEGAL
Hasil jawaban responden terhadap  kuesioner untuk fungsi utama (Legal) disajikan pada Tabel  4.4.

Tabel 4.4. Skor penilaian fungsi utama Legal

	No
	Parameter
	Skor Penilaian (%)

	1
	Penyusunan peraturan dilakukan dilakukan berdasarkan standar nasional/internasional
	59,66

	2
	Pemda dan DPRD memiliki jadwal untuk menyiapkan dan menyetujui peraturan baru
	78,57

	3
	Masyarakat dan konstituen diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan draft Perda
	50,00

	4
	Pengawasan DPRD terhadap penegakkan hukum dan peraturan
	100,00

	Rata-rata
	72,05


Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah)

Praktek manajemen pemerintahan daerah bidang hukum atau legal menunjukkan arah perkembangan yang menuju terciptanya pemerintahan yang baik.  Berbagai parameter yang diamati pada aspek ini menghasilkan skor yang cukup tinggi. Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa Parameter penyusunan peraturan dilaksanakan berdasarkan standar nasional ataupun internasional hampir mencapai skor 60 persen, yakni mempunyai skor 76,47 persen.  Berbagai peraturan daerah telah disusun berdasarkan waktu yang sesuai dengan legislasi nasional.  Sekalipun demikian berbagai aspek lain tetapi memerlukan perhatian khusus untuk ditingkatkan lagi seperti kesesuaian peraturan daerah dengan legislasi tingkat nasional sehingga tidak menghasilkan peraturan yang bertentangan.
Dari sisi penyiapan peraturan daerah oleh pemda dan DPRD juga menunjukkan skor kemajuan praktek yang sangat baik walaupun belum mencapai sepenuhnya, yaitu skor mencapai 78,57 persen.  DPRD dan Pemda telah melaksanakan standarisasi waktu yang ditetapkan secara bersama untuk menyiapkan dan menyetujui peraturan daerah. 
Dalam aspek peningkatan partisipasi masyarakat dan konstituen lainnya dalam proses penyusunan draft peratutan daerah masih perlu ditingkatkan lagi. Parameter ini menunjukkan skor sebesar 50 persen, artinya baru sebagian sistem dan praktek manajemen pemerintahan daerah untuk melibatkan partisipasi dan konstituen dalam penyusunan draft yang dilakukan.
Setiap Peraturan daerah yang telah dicanangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, DRPD telah melakukan tindakan pengawasan dan penegakkan, sehingga produk yang dibentuk tersebut dapat dilaksanakan secara baik. Skor kemajuan pada parameter ini memperlihatkan nilai yang amat baik, yaitu 100,00 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator pemerintahan yang baik pada aspek pengawasan dan penegakan hukum serta perda telah terpenuhi dengan amat baik (sempurna).
Secara keseluruhan, parameter pelaksanakan sistem hukum di Kabupaten Ogan Komering Ulu memperlihatkan skor kemajuan yang baik, yaitu 72,05%. Walaupun demikian, berbagai persoalan masih harus ditingkatkan lagi pelaksanaannya khususnya pada aspek peningkatkan partisipasi masyarakat dan konstituen dalam penyusunan peraturan daerah serta mengupayakan keselarasan antara produk hukum nasional dan daerah.

E.  PENGEMBANGAN ORGANISASI
Hasil jawaban responden terhadap  kuesioner untuk fungsi utama (Pengembangan Organisasi) disajikan pada Tabel  4.5.

Tabel 4.5. Skor penilaian Pengembangan Organisasi

	No
	Parameter
	Skor Penilaian (%)

	1
	Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan efisiensi dan fungsi-fungsi pemda (termasuk rencana pengurangan pegawai dan penambahan posisi baru)
	62,85

	2
	Uraian tugas institusi untuk setiap posisi
	67,13

	Rata-rata
	64,99


Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah)

Pelayanan publik pemerintahan juga ditentukan dengan adanya organisasi pemerintahan yang rasional dan mempunyai kompetensi. Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa Parameter Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan efisiensi dan fungsi-fungsi pemda (termasuk rencana pengurangan pegawai dan penambahan posisi baru) telah menunjukkan kemajuan yang berarti.  Skor kemajuan pada parameter ini sebesar 62,85%. Namun demikian, hal tersebut masih banyak hal yang perlu ditingkatkan pada bidang ini, diantaranya mengupayakan adanya program Diklat berdasarkan kebutuhan (need assessment).  
Aspek lain yang diamati yaitu Uraian tugas institusi untuk setiap posisi. Skor kemajuan pada parameter ini mencapai 67,13 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa secara umum uraian tugas untuk semua bagian/sub bagian, badan dan dinas telah tersedia; dan telah diumumkan atau diketahui oleh semua staf; serta memiliki dampak pada penyampaian pelayanan publik (public service delivery).  Namun demikian, kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan.
Secara keseluruhan, pembenahan terhadap organisasi perlu dilakukan. Skor kemajuan keseluruhan mencapai 64,99 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa proses pengembangan organisasi masih perlu dilakukan terutama pada aspek-aspek yang telah diuraikan diatas.

F.  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (HRD)
Hasil jawaban responden terhadap  kuesioner untuk fungsi utama (Pengembangan Sumber Daya Manusia) disajikan pada Tabel  4.6.

Tabel 4.6. Skor penilaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD)
	No
	Parameter
	Skor Penilaian (%)

	1
	Aplikasi alat HRD modern
	47,14

	2
	Uraian tugas individual sesuai dengan efisiensi organisasi
	72,22

	3
	Pelatihan  staf professional
	44,99

	4
	Partisipasi perempuan
	37,75

	Rata-rata
	50,52


Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah)

Upaya pengembangan sumberdaya manusia dalam lingkungan pemerintahan daerah telah dilakukan berdasarkan standard dan sistem modern. Akan tetapi saat ini penggunaan alat modern pengembangkan masih dalam taraf persiapkan, belum dioperasionalkan. Berbagai indikator pada parameter ini masih sangat perlu ditingkatkan. Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa Parameter penggunaan alat SDM modern masih perlu ditingkatkan karena baru mencapai skor 47,14 persen saja.
Sedangkan parameter uraian tugas individu sesuai dengan efisiensi organisasi menunjukkan skor cukup baik yaitu 72,22 persen. Persoalan mendasar para parameter ini adalah belum semua instansi mengembangkan uraian tugas individual yang mencerminkan kebutuhan instansi pemda untuk mengikuti tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).
Pelaksanaan pelatihan staf profesional pemda masih tergolong rendah yaitu sebesar 44,99 persen. Berbagai persoalan yang masih menyertai aspek ini adalah masih rendahnya proporsi pegawai fungsional, pegawai wanita dan struktural (antara 25 – 50%) mengikuti diklat teknis ataupun fungsional.
Parameter partisipasi perempuan dalam sistem dan praktek manajemen pemerintah daerah masih sangat kurang. Skor kemajuan pada parameter ini mencapai 37,75 persen. Sekalipun BKD telah mengembangkan database berdasar jenis kelamin, akan tetapi persoalan mendasar lain seperti pemda belum memiliki target untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam menduduki jabatan manajemen senior. Selain itu proporsi pegawai perempuan pada level III A ke atas hanya mencapai 11-20% dari total pegawai yang ada. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya memberdayakan perempuan tidak saja bagi masyarakat tetapi juga didalam lingkungan pemerintahan.

Secara keseluruhan, aktivitas Pengembangan  sumberdaya manusia (HRD) di lingkungan pemda masih perlu ditingkat. Skor keseluruhan dicapai adalah 50,52 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai persoalan yang disebutkan diatas sangat perlu menjadi prioritas peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil, sehingga pada akhirnya pemda dapat memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
G. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Hasil jawaban responden terhadap  kuesioner untuk fungsi utama (informasi dan komunikasi) disajikan pada Tabel  4.7.

Tabel 4.7. Skor penilaian informasi dan komunikasi

	No
	Parameter
	Skor Penilaian (%)

	1
	Sistem informasi komunikasi modern untuk mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan
	66,66

	2
	Penduduk dan dukungan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik dan dimonitor
	21,71

	3
	Dukungan informasi dan komunikasi untuk partisipasi penduduk pada pembuatan keputusan
	66,66

	Rata-rata
	51,67


Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah)

Proses pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah sangat penting mengingat bahwa proses pembangunan dilakukan secara transparan dan partisipatif.  Pemerintah daerah Kabupaten OKU sudah mulai mengembangkan sistem informasi komunikasi modern yang mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan. Dalam Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa pada parameter ini, skor yang dihasilkan sebesar 66,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat komunikasi seperti jaringan internet  telah dimliki oleh banyak instansi pemerintah. Sistem komunikasi antar bagian, dinas, badan dan setda belum  dilengkapi  dengan sistem dan peralatan seperti jaringan internet yang dapat diakses semua instansi serta belum adanya sistem basis data dalam lingkup instansi pemerintah daerah.

Pelaksanaan komunikasi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat belum menghasilkan kinerja yang baik.  Parameter penduduk dan dukungan pelayanan masyarakat  dapat berjalan baik dan dimonitor mencapai skor 21,71 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaksanaan informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik. SKPD bidang informasi belum mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan masyarakat dapat mengkases data pelayanan langsung pada masyarakat. Selain itu, pemda juga belum memiliki sistem call center untuk pelayanan yang memadai, termasuk didalamnya adalah belum adanya sistem pelayanan terpadu yang online. Pemerintah daerah juga belum mengembangkan sistem target kinerja  dalam menanggapi pertanyaan masyarakat tentang beberapa masalah. Kesemua terbatasan ini bermuara belum adanya sistem target kinerja serta unit pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dukungan informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan daerah seperti Perda mulai menunjukkan perkembangnya.  Skor kemajuan pada parameter ini sebesar 66,66 persen.  Pemerintah daerah telah menggunakan beberapa saluran informasi seperti media massa, papan pengumuman di kantor Bupati, kantor SKPD, pameran umum, televisi, radio dan sebagainya. Skor pada parameter ini sebesar 66,66 persen. 

Secara keseluruhan, skor fungsi utama informasi dan komunikasi pemerintahan daerah sebesar 51,67 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa hanya sebagian saja dari sistem dan praktek manajemen informasi dan komunikasi yang mendukung pemerintahan yang baik telah dilaksanakan.

H. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Hasil jawaban responden terhadap  kuesioner untuk fungsi utama (perencanaan pembangunan) disajikan pada Tabel  4.8.

Tabel 4.8. Skor penilaian perencanaan pembangunan

	No
	Parameter
	Skor Penilaian (%)

	1
	Keterlibatan “stakeholders” dalam perencanaan pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintahan local
	70,61

	2
	Perencanaan pembangunan adalah multisektoral, multitahun dan strategis
	86,66

	3
	Prioritas pemberantasan kemiskinan
	57,50

	Rata-rata
	71,53


Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah)

Perencanaan pembangunan yang baik tentunya mempunyai beberapa indikasi, seperti adanya prinsip melibatkan stakeholders (masyarakat local),  bersifat multisektor dan multi years, serta penekanan kepada program pengentasan kemiskinan yang banyak persoalan sebagian besar masyarakat di Indonesia.  Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah mulai memperhatikan keterlibatan banyak pihak, baik itu masyarakat lokal, pengusaha, kalangan pendidikan serta elemen masyarakat lainnya. Pada Table 4.8 dapat dilihat Skor perencanaan pembangunan yang melibatkan “stakeholders”  mencapai 70,61 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah mengadakan proses perencanaan yang dimulai dari lokakarya perencanaan pada semua desa atau kelurahan (Musbangdes). Akan tetapi peencanaan dengan sistem lokakarya perencanaan desa ini mempunyai keterbatasan dalam pelaksanaannya, diantaranya belum semua desa atau kelurahan melaksakan musbangdes (diperkirakan sekitar 50% dari keseluruhan desa). Selain itu, inisiatif desa/kelurahan dalam pengusulan program pembangunan fisik terlihat masih rendah, dan belum digunakannya secara menyeluruh penggunaan media local untuk menampung umpan balik dari masyarakat dalam proses perencanaan proposal (termasuk proses penganggaran).
Prinsip perencanaan pembangunan dengan pendekatan multisektor, multitahun dan strategis menunjukkan perkembangan yang sangat baik, yaitu dengan skor penilaian parameter sebesar 86,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa  hampir semua proses perencanaan pembangunan renstra, multitahun dan multi sektor telah dilaksakan dan DPRD telah memberikan persetujuan pada proses ini.
Parameter lain yang juga telah dilaksanakan secara adalah program pengentasan kemiskinan. Skor ini sebesar 57,50 persen. Program kemiskinan di Kabupaten OKU telah diindentifikasikan sebagai tujuan utama dari rencana pembangunan termasuk didalamnya tersedianya alokasi  anggaran untuk pengentasan kemiskinan secara kontinyu. Sekalipun demikian, program pembangunan pengentasan kemiskinan juga masih mempunyai keterbatasan yaitu belum semua elemen masyarakat seperti LSM, Organisasi masyarakat sipil terlibat dalam perencanaan program untuk mengurangi kemiskinan.
Secara keseluruhan, proses perencanaan pembangunan di Kabupaten  OKU memperlihatkan kemajuan praktek dan manajemen pemerintahan yang besar yaitu mencapai 71,53 persen. Sehingga, survey dapat menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang menuju pemerintahan yang baik telah  dan terus akan dilakukan di Kabupaten OKU walaupun  masih terdapat berbagai keterbatasan dan persoalan.
I. IMPLEMENTASI PROYEK, MONITOR DAN EVALUASI
Hasil jawaban responden terhadap  kuesioner untuk fungsi utama (implementasi proyek, monitoring dan evaluasi) disajikan pada Tabel  4.9.

Tabel 4.9. Skor penilaian implementasi proyek, monitoring dan evaluasi

	No
	Parameter
	Skor Penilaian (%)

	1
	Kapasitas untuk mengimplementasikan program secara efisien dengan menimbang sumberdaya dan waktu
	60,83

	2
	Kapasitas untuk mengatur siklus program tanpa input eksternal
	66,38

	Rata-rata
	63,60


Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah)

Kegiatan implementasi program beserta pemantauan dan evaluasinya juga masih belum sepenuhnya dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bak. Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa Skor kemajuan kapasitas pemda untuk mengimplementasikan program secara efisien dengan menimbang sumberdaya waktu sebesar 60,83 persen. Skor ini masih harus ditingkatkan lagi mengingat masih banyak program pembangunan belum diselesaikan secara tepat waktu dan tepat anggaran.
Parameter kapasitas pemda untuk mengatur  siklus program tanpa input eksternal juga belum sepenuhnya dilaksanakan, yaitu baru mencapai skor kemajuan 66,38 persen. Beberapa sektor pembangunan masih tergantung kepada konsultan eksternal dalam menangani tugas tugas rutin. Pemerintahan yang baik menghendaki  rendahnya ataupun tidak digunakan sama sekali konsultan eksternal untuk penanganan tugas tugas rutin.
Secara keseluruhan skor kemajuan sistem dan praktek manajemen pemerintahan untuk pelaksanaan implementasi, monitoring dan evaluasi masih harus ditingkatkan lagi. Skor keseluruhan dicapai 63,60 persen. 

J.   PENGADAAN BARANG DAN JASA
Hasil jawaban responden terhadap  kuesioner untuk fungsi utama (pengadaan barang dan jasa) disajikan pada Tabel  4.10.

Tabel 4.10. Skor penilaian pengadaan barang dan jasa

	No
	Parameter
	Skor Penilaian (%)

	1
	Penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan dan bersih
	80,00

	2
	Prosedur waktu dan biaya yang efisien
	84,99

	Rata-rata
	82,49


Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah)

Salah satu tugas pemerintah yang penting sebagai ukuran pemerintahan yang baik adalah adanya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa Parameter penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa telah mencapai kemajuan praktek yang baik mengingat kemajuannya mencapai 80,00 persen.  Hal ini menunjukkan bahwa  beberapa indikator telah dilakukan pada pemerintah daerah, yaitu penerapan Keppres No.80/2003 oleh DPRD dalam memonitor  pengadaan barang dan jasa, serta telah dilaksanakannya  tender terbuka dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Keterbatasan yang masih perlu ditingkatkan dalam parameter ini adalah belum secara keseluruhan dilaksanakjannya Quality Cost Bases Selection (QCBS) sebagai dasar untuk peraturan pengadaan barang dan jasa.
Prosedur waktu dan biaya juga dilaksakan secara efisien. Skor kemajuan parameter ini adalah 84,99 persen, yang memperlihatkan bahwa beberapa indikator seperti penggunaan petunjuk Keppres No.80 th 2003 telah digunakan sebagai dasar penentuan harga, dan pemda juga telah memiliki standar waktu untuk persiapan kontrak, negosiasi untuk pembelian barang dan jasa adanya proses monitoring oleh Setda dalam penggunaan standar waktu tersebut.
Secara umum, proses pengadaan barang dan jasa telah mencapai kemajuan yang berarti, yaitu mencapai 82,49 persen dalam mencapai sistem dan praktek manajemen pemerintahan yang baik.
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